DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : JI. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

NOMOR : 170/ 2? /IKEP/DPRD/2009
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang

Mengingat

B e

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1

. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor : 188.3/238/2009 tanggal
22 Oktober 2009 peiihal penyampaian 6 (enam) Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Batang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113
Ayat (5) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
Nomor : 170/10/KEP/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, telah diagendakan
pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai

mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Tata Teriib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan sebagai salah satu dari Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a,
telah dihahas Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan
Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Batang dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal
28 Desember 2009;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, perlu mesnetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Eatang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:

i tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Batang (Lemtaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);

: 1 974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
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10.

11.

12.

Undaing-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3208);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran

Negara Republik Indonasia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembarar. Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambakran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan |.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389;;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Regpublik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4636);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674);

Undang-Undang Noimor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan, Kabupaten Daerah
Tingkat Il Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat |l Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3281);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraiuran Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4736);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatatan Sipil;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupater, Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Seri
E Nomor 1);

19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor
170/10/KEP/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG  PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYE'.ENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

- Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan, sebagaimana tercantum dalam laporan hasi
pembahasan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.






